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BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Usaha untuk mengembangkan pendidikan di Propinsi Thailand Selatan 
mulai dirintis dan dilakukan oleh Pemerintah Thailand sejak memuncaknya konflik 
separatis di Propinsi Thailand Selatan tahun 2004. Selain berusaha untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Thailand Selatan, Pemerintah Pusat 
juga berusaha untuk terlibat ke dalam masyarakat untuk mengontrol kualitas dan 
materi pengajaran di Thailand Selatan yang sampai sekarang masih di dominasi oleh 
pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah agama.  
Dalam beberapa kebijakannya, pemerintah Pusat berusaha untuk 
memasukkan kurikulum-kurikulum nasionalis serta membuka pesantren-pesantren 
yang sebelumnya hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran agama Islam dengan 
materi-materi pengajaran baru yang lebih umum. Pemerintah juga mewajibkan 
masyarakat Thailand Selatan untuk belajar Bahasa Thai (bahasa nasional Thailand), 
di berbagai pesantren-pesantren di Thailand Selatan. Namun, oleh karena masih 
kurangnya kepercayaan masyarakat Thailand Selatan terhadap Pemerintah Pusat 
serta kegagalannya mengatur system pendidikan yang sesuai untuk kebudayaan dan 
cara berpikir masyarakat Thailand Selatan menjadi halangan bagi Pemerintah Pusat 
untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikannya.  
Dalam Undang-undang Pendidikan Nasional Tahun 1982 No 35 juga 
menyatakan pada Pasal 9 ayat 1 tentang; (1) Desentralisasi pendidikan pada 
Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan, (2) Desentralisasi Administrasi dan 
Manajemen Pendidikan di Pemerintah Daerah, (3) Desentralisasi Administrasi dan 
pengelolaan pendidikan swasta. Pada kenyataannya Pemerintah Pusat dengan 
Undang-undang desentralisasinya kurang mampu menarik masyarakat Thailand 
Selatan untuk langsung mengikuti kebijakan-kebijakan yang diterapkannya. 
Masyarakat Thailand Selatan dengan keunikan bahasa, budaya dan cara berpikirnya 
tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang diimplementasikan 
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Merespon kondisi tersebut, Pemerintah Pusat Thailand Selatan terus 
melakukan inovasi-inovasi untuk kemudian menarik perhatian dan simpati 
masyarakat kepada Pemerintah Pusat utamanya masyarakat Thailand Selatan. Salah 
satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat tersebut adalah melalui jalur 
pendidikan. Dimana, jalur ini memang memiliki keterkaitan yang cukup menonjol 
dengan karakteristik masyarakat Thailand Selatan yang mayoritas muslim.  
Namun, jika kemudian kebijakan mengenai pendidikan hanya terpusat pada 
prakarsa pemerintah pusat, jelas bahwa akan banyak menimbulkan penolakan dari 
masyarakat di Thailand Selatan. Karena itu, Pemerintah Thailand menunjuk 
perwakilan-perwakilan di Thailand Selatan untuk melaksanakan kebijakan 
pendidikan di tingkat daerah. Maka di bentuklah suatu badan setingkat pemerintah 
daerah yang disebut Pusat Administrasi Provinsi-provinsi Perbatasan Thailand 
Selatan atau sering disebut dengan Southern Border Province Administration Center 
(SBPAC). Lembaga ini dibentuk untuk bertindak sebagai Kantor urusan administrasi 
bagi Provinsi-provinsi di wilayah perbatasan Thailand Selatan dalam mengurusi 
mengenai kebijakan pendidikan. Disamping itu, SBPAC juga bekerja sebagai 
institusi pemerintah yang bertanggung-jawab dalam menyelesaikan masalah serta 
memajukan wilayah Thailand Selatan dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk 
rekonsiliasi serta berpedoman pada strategi yang ditetapkan oleh Raja Rama XI yaitu 
“Memahami, menjangkau dan mengembangkan” khususnya pada perhimpunan lima 
provinsi: yaitu Pattani, Yala, Naratiwat, Songkhla dan Satun. 
Mengenai kebijakan pendidikan, melalui SBPAC juga telah melaksanakan 
berbagai cara untuk mengembangkan kualitas pendidikan di Thailand Selatan. Hal 
ini dilakukan dengan mengidentifikasi fakta bahwa masyarakat Thailand Selatan 
lebih memiliki kepercayaan kepada Negara-negara mayoritas muslim sebagai tempat 
belajar anak-anaknya daripada kepada Pemerintah Pusat sendiri. Melihat hal ini, 
SBPAC berusaha untuk melakukan diplomasi dengan berbagai Negara mayoritas 
muslim seperti Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi. Kerjasama tersebut salah 
satunya adalah yang kini sedang berlangsung yaitu Penyediaan Beasiswa Pendidikan 
bagi mahasiswa muslim Thailand Selatan melalui SBPAC sebagai lembaga teknis 
pemerintah pusat Thailand dengan Pimpinan Muhammadiyah, dimana beasiswa ini 
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Mencermati hal ini dapat dikemukakan bahwa ada sebuah kolaborasi yang 
dilakukan antara stakeholder didalam pemerintah thailand dengan stakeholder di 
Indonesia yakni Muhammadiyah. Oleh karena itu, hal ini menggambarkan bahwa 
dalam kebijakan pendidikan bagi masyarakat thailand selatan tersebut tidak mampu 
dilakukan secara sepihak oleh pemerintah thailand saja. Sehingga pemerintah 
thailand dalam hal ini diwakili oleh lembaga operasional SBPAC melakukan 
kolaborasi dalam penyediaan beasiswa bagi mahasiswa muslim di Thailand selatan, 
untuk kemudian mengenyam pendidikan di Pergurun Tinggi Muhammadiyah di 
Indonesia. 
Dalam perkembangan administrasi publik, governance menjadi ranah dalam 
melihat sebuah kolaborasi yang dapat dilakukan bukan pemerintah saja namun oleh 
pihak swasta (pasar) maupun komunitas masyarakat. pada konteks ini kemudian, 
membangun pemahaman bahwa ada sebuah kondisi dimana diperlukan adanya 
kerjasama kolaboratif yang perlu dilakukan oleh pemerintah (state) untuk 
menyelesaikan berbagai persoalan publik dengan pihak-pihak lainnya (non state). 
Seperti misalnya dalam realitas yang ditunjukkan sebelumnya, dimana pemerintah 
thailand melakukan berbagai kerjasama mengenai kebijakan pendidikan. dimana hal 
ini dilakukan oleh karena terdapat situasi dimana adanya ketidakpercayaan 
masyarakat di Thailand Selatan. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah thailand 
mencoba menarik simpati masyarakat dengan mencoba membuka kolaborasi dengan 
pihak lain dalam penyediaan beasiswa bagi masyarakat muslim di Thailand Selatan.  
Karena itu, penelitian ini mengkontekskan permasalahan utamanya pada 
proses pelaksanaan kolaborasi antara Pemerintah Thailand dengan pihak lainnya 
dalam hal ini adalah Muhammadiyah. Hal ini kemudian dikaitkan dengan konteks 
governance karena menyangkut mengenai keterlibatan aktor negara (state) dengan 
stakeholder lainnya, mana dalam hal ini adalah pihak Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah. 
Telah banyak penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui pengembangan 
kualitas pendidikan di Thailand Selatan. Akan tetapi belum ada penelitian yang 
secara khusus meneliti tentang Collaborative Governance antara SBPAC dengan 
Pemerintah Indonesia yang berlangsung dalam hal penyediaan beasiswa tersebut 
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Studi Collaborative Governance di sini diperlukan untuk melihat bagaimana 
multi stakehoder, yaitu SBPAC dan UMS melaksanakan kolaborasi Program 
Penyediaan Beasiswa Pendidikan Bagi mahasiswa Muslim Thailand Selatan di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Melalui penelitian Collaborative 
governance, dapat diketahui permasalahan-permasalahan Program Penyediaan 
Beasiswa Pedidikan bagi Mahasiswa Muslim Thailand Selatan di 
UniversitasMuhammadiyah Surakarta (UMS). 
Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan 
Collaborative Governance dalam hal penyediaan beasiswa bagi masyarakat Thailand 
Selatan antara SBPAC dengan UMS . Dengan demikian, hasil penelitian nantinya 
akan berfokus pada masalah kolaborasi antara SBPAC, UMS dan stakehorder 
lainnya. Yang selama ini berlangsung, serta hambatan-hambatan apa saja yang 
terjadi. 
B. RumusanMasalah 
Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada perumusan masalah, sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah proses pelaksanaan collaborative Governance dalam Penyediaan
Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Muslim Thailand Selatan di Universitas
Muhammadiyah Surakarta (UMS) ?
2. Bagaimana peran masing-masing stakeholder dalam proses pelaksanaan
collabolative Governance dalam Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa
Muslim Thailand Selatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)?
C. TujuanPenelitian 
Adapun tujuan Penelitian ini yaitu : 
1. Mengetahui proses pelaksanaan collaborative governance dalam Penyediaan
Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Muslim Thailand Selatan di Universitas
Muhammadiyah Surakarta (UMS)
2. Mengetahui peran masing-masing stakeholder dalam proses pelaksanaan
collaborative Governance dalam Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi
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D. ManfaatPenelitian 
1. Manfaat Teoritis (akademis)
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan pengetahuan
mengenai Collaborative Governance dalam Penyediaan Beasiswa Pendidikan
bagi Mahasiswa Muslim Thailand Selatan di Universitas Muhammadiyah
Surakarta (UMS)
2. Manfaat Praktis
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi SBPAC dan
UMS berupa saran-saran untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
melakukan suatu tindakan atau membuat kebijakan yang berkaitan dengan
pelaksanaan dalam Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Muslim
Thailand Selatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
